
 

 

BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR 36 TAHUN 2025  

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2023  

TENTANG PENATAAN UTILITAS JARINGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan 

fasilitas utilitas maka perlu mempertimbangkan 

fungsionalitas dan estetika infrastruktur untuk 

mewujudkan sarana utilitas jaringan yang aman, modern 

dan berkelanjutan; 

b. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan 

perizinan maka penataan sarana prasarana bangunan 

gedung berupa utilitas jaringan dilaksanakan melalui 

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau 

sistem pelayanan perizinan Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

63 Tahun 2023 Tentang Penataan Utilitas Jaringan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6841); 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rapublik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG 

PENATAAN UTILITAS JARINGAN. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 

Tahun 2023 tentang Penataan Utilitas Jaringan (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 64) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada 

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat bangunan gedung sesuai dengan standar 

teknis Bangunan Gedung. 

5. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik 

berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan 

proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan 

Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti 

Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis 



Pembongkaran dan Pendataan Bangunan Gedung 

disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung. 

6. Aplikasi  Perizinan  Online  Kabupaten  Wonosobo  

yang  selanjutnya disebut  APRIZOB  adalah  sistem  

penyampaian  data  dan  informasi secara  tunggal,  

sistem  pemrosesan  data  dan  informasi  dengan  

sistem satu pintu dan sinkron dalam proses perizinan 

di Kabupaten Wonosobo serta  sistem  pembuatan  

keputusan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi masing-

masing  Perangkat  Daerah  dalam  hal  pelayanan  

Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan. 

7. Utilitas Jaringan adalah jaringan instalasi dalam 

bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan 

umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, 

minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, air limbah 

rumah tangga, air limbah industri, air baku dan 

drainase. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 5 

(1) Setiap penyelenggaraan Utilitas Jaringan harus 

memiliki izin dari Pemerintah Daerah. 

(2) Perizinan atas penyelenggaraan Utilitas Jaringan 

merupakan bagian dari retribusi perizinan tertentu. 

(3) Permohonan izin sebagaimana pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan tata cara 

penyelenggaraan perizinan PBG melalui SIMBG atau 

perizinan utilitas jaringan melalui APRIZOB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal II 



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 23 September 2025 

 

BUPATI WONOSOBO, 

 

ttd 

 

AFIF NURHIDAYAT 

 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 24 September 2025 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

 

             ttd 

 

ONE ANDANG WARDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 39 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo 

 
 
 

M Nurwahid, S.H 
  NIP.197211101998031013 
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